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ABSTRAK

020081001127, ANDRI FIRNANDO. TINDAK PIDANA DALAM
PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH.
Dibawah bimbingan Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., MH selaku pembimbing utama Ibu
Henny Yuningsih, SH., MH selaku pembimbing pembantu.

Praktek persekongkolan tender proyek merupakan perilaku usaha yang tidak sehat.
Dimana hal itu menggambarkan suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha
di negeri ini penuh dengan praktek—praktek persaingan usaha tidak sehat. Selama ini sudah
menjadi rahasia umum bahwa praktek— praktek usaha anti persaingan yang cenderung bertolak
belakang dengan prinsip good corporate governance telah berkembang di Indonesia. Praktek
persekongkolan untuk menentukan pemenang di dalam suatu tender adalah salah satu bentuk
praktek anti persaingan yang seringkali ditemui dalam kegiatan usaha di Indonesia. Dalam
penulisan skripsi ini masalah yang dikaji adalah tindak pidana dalam persekongkolan tender
proyek pembangunan milik pemerintah jasa pemborongan konstruksi dengan sistem tender
pelelangan umum. Bagaimana mekanisme persekongkolannya, hal apa yang membuat
persekongkolan tersebut dikategorikan menjadi suatu tindak pidana, upaya apa yang harus
dilakukan agar dapat mencegah dan menanggulangi persekongkolan.

Faktor utama yang mendukung terjadinya praktek persekongkolan dalam tender
adalahnya benturan kepentingan antara panitia tender dengan penyedia barang dan jasa (pelaku
usaha peserta tender). Kurangnya transparansi dan sistem yang memungkinkan kontak langsung
antara panitia dan peserta tender menyuburkan praktek tersebut. Padahal, pemerintah telah
merevisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) berkali-kali,
sampai dengan Peraturan Presiden terbaru yaitu Perpres no 70 tahun 2012. Langkah ini
dilakukan pemerintah guna memperkecil peluang penyimpangan dalam PBJP termasuk proses
tender pembangunan milik pemerintah jasa konstruksi melalui pelelangan umum. Oleh karena itu
Penulis tertarik dan berinisiatif untuk membahas bagaimana mekanisme persekongkolan

tersebut, apa yang membuat persekongkolan menjadi suatu tindak pidana, serta upaya apa agar
dapat menanggulangi persekongkolan.

*Kata kunci : Persekongkolan, tender, pelaku usaha, dan jasa pemborongan konstruksi




BAB I =

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari perkembangan pesat
dunia usaha yang harus didukung. Akan tetapi pesatnya perkembangan tersebut harus
harus diimbangi dengan pengawasan dan aturan — aturan yang memihak kepada
kepentingan rakyat banyak. Dunia usaha yang berkembang dengan pesat tanpa
diawasi dan dijalankan dengan tidak sesuai aturan, jelas tidak akan menghasilkan
keuntungan, terutama keuntungan bagi kepentingan umum yaitu kepentingan
masyarakat. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek— praktek usaha
anti persaingan yang cenderung bertolak belakang dengan prinsip good corporate
governance telah berkembang di Indonesia. Praktek persekongkolan untuk
menentukan pemenang di dalam suatu tender adalah salah satu bentuk praktek anti
persaingan yang seringkali ditemui dalam kegiatan usaha di Indonesia.!
Perkembangan usaha swasta merupakan gambaran dari persaingan usaha yang tidak
sehat. Adanya hubungan antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik

secara langsung maupun tak langsung memperburuk keadaan penyelengaraan

ekonomi nasional.

1 5
Racmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedi
Utama, Jakarta : 2004, hlm 2 B



Munculnya kelompok kecil pengusaha yang kuat, jauh dari semangat
kewirausahaan, yang merupakan salah satu faktor penyebab ketahanan ekonomi
menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.? Para pelaku usaha yang dekat
dengan elit kekuasaan mendapat kemudahan yang berlebihan sehingga menimbulkan
kesenjangan sosial antara pelaku usaha. Para pengusaha yang dekat dengan elit
kekuasaan ini hanya kelompok kecil dari pengusaha — pengusaha yang ada di
Indonesia karena tidak semua pengusaha memiliki kedekatan dengan elit kekuasaan.
Contoh kedekatan tersebut dapat dilihat dalam hal pimpinan proyek telah bekerja
sama dengan suatu pemborong atau pelaku usaha yang akan memenangkan proses
tender sebelum proses tender dimulai. Apalagi bila pelaku usaha tersebut memiliki
hubungan dekat baik hubungan pertemanan maupun kekeluargaan dengan pejabat —
pejabat daerah maupun pusat termasuk dengan kepala daerah yang bersangkutan
tempat dimana daerah lokasi proyek akan dilaksanakan,dimana pejabat atau kepala
daerah tersebut dapat menggunakan kekuasaannya dengan melakukan intervensi
kepada panitia tender maupun pimpinan proyek agar pelaku usaha tersebut menang
dalam tender yang akan diadakan panitia tender. Inilah yang dimaksud kedekatan
pelaku usaha dengan elit kekuasaan. Dengan menghubungi dan *menservis” pejabat —
pejabat serta kepala daerah yang bisa memperlancar dan memutuskan suatu proyek
melalui pembagian keuntungan berdasarkan besarnya nilai suatu proyek. Pelaku

usaha tersebut dapat memenangkan suatu tender proyek pembangunan milik

2 Ibid



pemerintah meskipun terdapat pelaku usaha lainnya yang mengikuti proses tender
tersebut.’

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 menyatakan ayat (1)
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat
(2) cabang — cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) bumi dan air,serta kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar —
besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan
bersama atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandiriaan, serta dengan menjaga
keseimbangan, kemajuaan, dan kesatuan ekonomi, ayat (5) ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang — undang. Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945, mengandung amanat demokrasi ekonomi indonesia, yang
menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
berpartisipasi dalam membangun perekonomian negara dalam iklim usaha yang
sehat, efektif dan efisien.*

Pengertian tender secara umum adalah aktivitas mengajukan tawaran harga
untuk memborong suatu pekerjaan barang/jasa dengan mengumpulkan terlebih

dahulu peminatnya yang diinformasikan melalui pengumuman resmi, media cetak,

3
A.Hamzah, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek b A .
Presindo, Jakarta : 1984 g ek pembangunan , Akademika

4 .
Konsideran UU No. 5 Tahun 1999 tentang laran raktek monopoli d
persaingan usaha tidak sehat, . P



dan bila memungkinkan melalui media elektronik. Penawaran diajukan secara tertulis
dengan perincian harga yang dilampirkan di dalamnya, dan dilengkapi dengan
persyaratan lainnya untuk memenuhi kelengkapan prakualiﬁkasi.5 Adapun yang
dimaksud dengan tender penjualan adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk
suatu pekerjaan, barang dan atau jasa yang akan dijual. Sedangkan tender pembelian
adalah penawaran harga oleﬁ peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau
jasa yang akan dibeli.® Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran
mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

a. tender terbuka

b. tender terbatas

c. pelelangan umum

d. pelelangan terbatas

Sistem tender proyek pada umumnya menggunakan mekanisme penawaran
yang terbuka, sesuai dengan prinsip persaingan sehat. Dalam proses tender harus
mengedepankan prinsip keterbukaan, sehingga pelaku usaha dapat bersaing secara

sehat tanpa diskriminasi atas pelaku usaha tertentu dalam menjalankan sistem

5 .
Rangkaian Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawancara Hukum Bisni
lainnya, UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, cetakan 1, 2003, him 138. o

¢ UU No. 5 Tahun 1999 tentang laran raktek i i
P, g gan praktek monopoli dan persaingan usaha



perekonomian. Penjelasan Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999
menyatakan, bahwa tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong
suatu pekerjaan dan/atau untuk pengadaan barang atau penyediaan jasa. Tender
ditawarkan oleh pengguna barang dan jasa kepada pelaku usaha yang memiliki
kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan alasan efektivitas dan efisiensi. Adapun
alasan-alasan lain pengadaan barang dan jasa adalah pertama, memperoleh
penawaran terbaik untuk harga dan kualitas. Kedua, memberi kesempatan yang sama
bagi semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk menawarkan barang dan
jasanya. Ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengguna barang dan jasa
kepada publik, khususnya pengadaan barang/jasa di lembaga atau instansi
pemerintah. Tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:’

1. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;

2. mengadakan barang dan jasa;

3. membeli suatu barang dan jasa

4. menjual suatu barang dan jasa.

Proses tender berdasarkan pasal 57 ayat 1 Peraturan Presiden No 70 tahun 2012
tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

7
Pedoman Pasal 22 tentang Lar 5
Persaingan Usaha g Larangan Persekongkolan Tender, Komisi Pengawas



1. Pengumuman melalui media elektronik atau surat kabar nasional
mengenai pengadaan barang/jasa.

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan oleh calon peserta |
tender.

3. Pemberian penjelasan kepada peserta tender.

4. Pemasukan dokumen penawaran.

5. Pembukaan dokumen penawaran.

6. Evaluasi penawaran.

7. Evaluasi kualifikasi.

8. Pembuktian Kualifikasi.

9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan.

10. Penetapan pemenang.

11. Pengumuman pemenang.

12. Sanggahan yang diajukan oleh peserta tender.

13. Sanggahan banding (apabila diperlukan).

14. Penunjukan penyedia barang/jasa.

Salah satu aktivitas yang dilarang dalam penawaran tender adalah
persekongkolan dalam penawaran tender. Di dalam pradigma masyarakat
persekongkolan selalu berkonotasi negatif. Hal ini terlihat dari berbagai kamus yang

selalu mengartikan sebagai permufakatan atau kesepakatan untuk melakukan



kejahatan.® Persekongkolan diartikan sebagai penyatuan niat atau kesepakatan antara
dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyepakati tindakan melawan hukum
atau tindakan kriminal melalui upaya kerjasama. Termasuk dalam tindakan ini adalah
persekongkolan penawaran tender, yang seringkali dianggap sebagai aktivitas yang
dapat menghambat upaya pembangunan negara. Pandangan ini disebabkan bahwa
pada hakekatnya persekongkoian atau konspirasi bertentangan dengan keadilan,
karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penawar untuk
mendapatkan obyek barang dan/atau jasa yang ditawarkan penyelenggara. Akibat
adanya persekongkolan tender, penawar yang mempunyai iktikad baik menjadi
terhambat untuk masuk pasar, dan akibat lebih jauh adalah terciptanya harga yang
tidak kompetitif.

Larangan persekongkolan penawaran tender diatur dalam Pasal 22 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mencakup penawaran pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Persekongkolan penawaran
tender termasuk salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara, karena
terdapat unsur manipulasi harga penawaran, dan cenderung menguntungkan pihak
yang terlibat dalam persekongkolan. Persekongkolan tender mengakibatkan kegiatan
pembangunan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan secara tidak

bertanggung jawab, nilai dari bangunan yang selesai dibangun oleh pelaku usaha
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pemenang tender tidak sesuai dengan besarnya nilai uang dari proyek. Mutu dan
manfaat bangunan tidak sesuai dengan nilai proyek, banyaknya bangunan proyek
pemerintah yang memiliki mutu buruk, merupakan kerugian yang dibebankan kepada
masyarakat luas, dimana masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari
pembangunan bangunan tersebut, dan pemenang tender yang bersekongkol
mendapatkan keuntungan jauh di atas harga normal.

Apabila terjadi persekongkolan maka pengadaan barang dan jasa diwarnai
perilaku usaha yang tidak sehat, dimana pelaku usaha cenderung memupuk insentif
untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan tindakan-
tindakan anti persaingan, seperti melakukan pembatasan pasar, praktek
persekongkolan, serta melakukan kolusi dengan panitia pengadaan untuk menentukan
hasil akhir tender proyek. Berbagai kondisi tersebut diduga menjadi penyebab
tingginya tingkat korupsi dan kolusi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan
barang dan jasa proyek pemerintah.

Keadaan yang demikian menyebabkan hilangnya persaingan dan
mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien serta menimbulkan
pengaruh yang merugikan bagi kinerja industri dan perkembangan ekonomi. Padahal
proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kompetitif dan
memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu meningkatkan
kesejahteraan rakyat karena sebagian besar proyek -proyek pemerintah memang

merupakan kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk memacu kegiatan dan



pertumbuhan ekonomi. Mekanisme atau cara-cara kerja seperti ini sudah menjadi hal
yang lumrah bagi pelaku usaha dan pejabat — pejabat terkait yang berhubungan
dengan tender atau pengadaan barang atau jasa dalam proyek yang diadakan oleh
pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Pembentukan peraturan ini bertujuan agar pengadaan barang dan jasa
instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan prinsip
persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil dan layak bagi pihak,
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.’
Pasal 17 Keputusan Presiden tersebut menyatakan, bahwa panitia pengadaan wajib
dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus
juta rupiah), artinya bahwa semua pengadaan proyek di atas nilai tersebut harus
dilakukan melalui penawaran umum. Ketentuan ini menyebabkan banyaknya proyek-
proyek yang harus dilakukan dengan cara melakukan penawaran tender, sehingga
makin besar pula kemungkinan terjadinya persekongkolan penawaran tender.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender
sangat signifikan bagi pembagunan ekonomi nasional dan iklim persaingan yang
sehat, pengaturan masalah penawaran tender tidak hanya diatur dalam Undang-

undang tentang Pengadaan Barang dan/Jasa, tetapi juga diatur dalam Undang-undang

9
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Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berdasarkan Undang — Undang tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) menjadi lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang
menelusuri pembuktian dugaan persekongkolan yang terjadi pada setiap tahapan
proses pengadaan. Berkaitan dengan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat di
bidang pengadaaan barang dan jasa, KPPU berusaha mengetahui sejauh mana
kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip - prinsip persaingan usaha yang sehat,
terutama terhadap aspek pemberian kesempatan yang sama kepada semua pelaku
usaha. Persekongkolan sering terjadi dalam tender-tender pemerintah. Dalam kasus
persekongkolan tender, persekongkolan dalam bentuk vertikal lah yang banyak
dikaitkan dengan masalah korupsi.Dimana persekongkolan vertikal adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu peserta tender dengan panitia
tender.Unsur Panitia tender tersebut terkadang melibatkan pegawai negeri sipil, hal
ini dapat dikategorikan perbuatan yang masuk dalam tindak pidana korupsi, yang
melibatkan lembaga maupun oknum pemerintahan. Di daerah banyak terjadi kasus —
kasus seperti ini bahkan tidak jarang menjerat kepala daerah. Seperti kasus di kota
Pagar Alam dimana proyek dengan dana Rp 11.804.460.000 sudah lebih dahulu
berjalan melalui perencanaan pejabat Iyang bersangkutan meskipun Rencana

Anggaran Biaya (RAB) belum ada. Proyek dengan dana Rp 11.804.460.000 yang
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merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 37 sekolah yang merugikan Negara
sebesar Rp 3,032.133.715 didapat berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan Pembangunan (BPKP) pada bulan September 2010. Walikota Pagar alam
ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Idrusin Sinamit, mantan Sekretaris Disdikpora
Herman Matdin, Arman Akbar Kasi Sarpas Disdikpora, Sabam Saputra alis Beni dan
Rahman Fauzi keduanya sebagai pemborong bermodus kepala tukang.'® Kasus —
kasus korupsi yang melibatkan lembaga maupun oknum pemerintahan berawal dari
tender proyek yang sudah diatur oleh panitia tender dengan pelaku usaha, kepada
perusahaan mana yang akan memenangkan tender.

Dari latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian terkait
bagaimana cara kerja dari praktek persekongkolan yang dilakukan oleh para pihak,
yang terlibat dalam tender proyek, dan menganalisa bagaimana persekongkolan
dalam tender proyek dapat dikategorikan menjadi suatu tindak pidana korupsi, serta
upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi persekongkolan dalam
tender. Untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul ”Tindak Pidana Dalam

Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Milik Pemerintah.”

10
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2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikemukakan beberapa permasalahan
berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme persekongkolan yang dilakukan oleh para pihak yang
terlibat dalam tender proyek pembangunan milik pemerintah jasa konstruksi?

2. Hal - hal apakah yang dapat membuat suatu persekongkolan tender proyek
pembangunan milik pemerintah jasa konstruksi dikategorikan sebagai suatu tindak
pidana ?

3. Upaya apa yang harus dilakukan dalam penanggulangan persekongkolan tender

proyek pembangunan milik pemerintah jasa konstruksi?

3. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut dikemukakan tujuan
penelitian:

1. Untuk mengetahui mekanisme persekongkolan yang dilakukan oleh para
pihak, yang terlibat dalam tender proyek pembangunan milik pemerintah jasa
konstruksi.

2. Untuk menganalisa perbuatan persekongkolan tender proyek pembangunan

milik pemerintah jasa konstruksi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.
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3. ‘Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar dapat mencegah dan
menanggulangi persekongkolan dalam tender proyek pembangunan milik

pemerintah jasa konstruksi.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini mengenai tindak pidana persekongkolan
yang terjadi dalam tender proyek pembangunan milik pemerintah dimana proyek
yang dimaksud adalah jasa pemborongan konstruksi atau seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan ataupun pembuatan wujud
fisik lainnya melalui tender yang diadakan dengan cara Pelelangan Umum.
Persekongkolan tersebut akan dianalisa hingga menjadi suatu tindak pidana, dan
upaya yang dapat dilakukan agar masalah tindak pidana persekongkolan dalam tender
proyek pembangunan milik pemerintah jasa konstruksi dapat ditanggulangi, dibahas
secara lengkap dan terperinci sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang

diteliti

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada

umumnya, dan pengetahuan tindak pidana khusus, khususnya masalah korupsi
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mengenai persekongkolan yang dilakukan lembaga atau oknum pemerintah
dalam tender proyek pembangunan milik pemerintah jasa konstruksi.

b. Dapat bermanfaat selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan -
bahan informasi ilmiah, yang digunakan untuk mengembangkan teori yang
sudah ada dalam tindak pidana khusus yaitu masalah korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan dan masukan kepada akademisi
dan aparat penegak hukum mengenai masalah tindak pidana persekongkolan
dalam tender proyek pembangunan milik pemerintah jasa konstruksi.

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait serta sebagai bahan

informasi dalam kaitannya dengan masalah ini.

6. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian
Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe
penelitian Empiris, dikatakan penelitian empiris karena penelitian ini bertitik tolak
pada data primer atau lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat
direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku
atau penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Sifat penelitian

14



Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian deskirptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan dengan
sistematik dan cermat fakta — fakta aktual dengan sifat populasi tertentu'!. Tujuan
dari penelitian ini memberikan data seakurat mungkin mengenai objek yang
diteliti.
3. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan lokasi penelitian di Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya kota Pagar Alam dan Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Cipta Karya kota Lahat, serta pelaku usaha yang pernah mengikuti kegiatan
tender Pelelangan Umum Pembangunan Milik Pemerintah Jasa Konstruksi di lokasi
penelitian.
4. Metode Pendekatan.
Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis
sosiologis yang akan diteliti adalah mekanisme persekongkolan yang dilakukan
para pihak yang terlibat dalam tender proyek pembangunan milik pemerintah Jasa
Konstruksi, kemudian dianalisa hingga menjadi tindak pidana. Dari penelitian ini
dapat diketahui upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah praktek
persekongkolan dalam tender proyek jasa konstruksi pembangunan milik
pemerintah Jasa Konstruksi.

5. Jenis data

1 :
Beni Ahmad Saebani iti .
2009, him. 57. ebani, Metode Penelitian Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung,
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a. Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian
(respondcn)'z, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan. Melalui
wawancara, responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang mengikuti
tender pembangunan milik pemerintah Jasa Konstruksi dilokasi kota Pagar Alam
dan Lahat.
b. Data sekunder
adalah data yang diperoleh dari bahan — bahan dukumen resmi, peraturan
perundang — undangan, laporan, buku — buku kepustakaan, dan lain — lain yang
ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Soerjono soekanto dalam bukunya
Pengantar Penelitian Hukum membagi bahan hukum menjadi 3 (tiga)" :
1. Bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan —
bahan hukum yang mengikat yang digunakan seperti Undang — Undang Dasar
1945, Undang — undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Undang —
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku — buku atau

2 1 Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, (Andi:
Yogyakarta, 2006), him. 34.

13 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. 2006.
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literatur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana dalam tender proyek
pembangunan milik pemerintah Jasa Konstruksi.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan dari
internet, kamus dan sebagaiannya yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti.

7. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan merupakan salah satu bentuk metode pengumpulan data
yang secara langsung ke lokasi penelitian. Data yang dihasilkan adalah data
primer melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan
tanya jawab secara langsung terhadap pelaku usaha yang mengikuti tender
Pelelangan umum proyek pembangunan milik pemerintah jasa konstruksi. Tipe
wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu
wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan
pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang
sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara tidak berstruktur ini dimaksudkan
agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang

masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara
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terbuka, artinya wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang
diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Dalam
penelitian ini metode penentuan sampel yang dipergunakan adalah purposive
sampling, artinya pengambilan sampel yang bertujuan atau dilakukan dengan
cara mengambil subyek dan obyek yang didasarkan pada tujuan tertentu."*
Alasan dipilihnya sampel tersebut karena peneliti berpendapat bahwa ciri-ciri,
sifat-sifat dan karakteristik dari masing-masing sampel sudah mewakili
populasi yang ada.

b. Penelitian kepustakaan yang merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan
dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur hukum yang berkaitan

dengan pokok bahasan.

8. Metode Analisis Data
Analisis data pada dasarnya tergantung dengan jenis data yang didapat dari
penelitian. Jawaban atas perumusan masalah dalam tulisan penelitan ini
dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian ini.
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif bahwa data yang diperoleh

diuraikan secara sistematis untuk dapat dipergunakan dalam menjawab

permasalahan.

14 . e es
Ronni Hanitijo Soemitro, Metode Peneliti : . )
Indonesia, Jakarta, 1990, him. 51, enelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
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9. Pengambilan Kesimpulan

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif
ditafsickan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan (purposive
interpretation), yaitu penafsiran hukum secara kontekstual, yang dalam prosesnya
penafsir memperhatikan faktor-faktor penting dari konteks hukum yang relevan, yaitu
teks, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu, perubahan sosial
dalam masyarakat, serta pandangan ekonomi dan politik, yang menghasilkan makna
akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian."®

Penggunaan teori dan konsep penelitian dalam menafsirkan hasil analisis
bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif yang diinteraksikan dengan hasil
analisis bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif,
bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan
hukum dan non hukum baru yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan,

sehingga tujuan akhir penelitian hukum ini dapat tercapai.

ls . . - -
Dimity Kingsford Smith, “Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practi
Reasoning and the Public Interest”, (1999), Journals of Sidney Law Review, pag. 7., el
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